ABSTRAK

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara adalah Pejabat pemerintah yang
ditunjuk karena jabatannya untuk meleksanakan tugas PPAT dengan membuat
akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Kantor Pertanahan
mutlak memerlukan data yang harus disajikan dalam bentuk akta yang hanya
boleh dibuat olen PPAT/PPATS. Peraturan yang tegas dan jelas tersebut tertuang
dalam Peraturan Kepala BPN No 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 tentang PPAT, meskipun telah
disediakan perangkat peraturan yang jelas, dalam pelaksanaannya banyak terjadi
persoalan yang berkaitan dengan tugas seorang PPATS, sering dijumpai banyak
PPATS yang tidak melaksanakan pembuatan akta dihadapannya.

Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui peran dan tanggung jawab
PPATS di Kabupaten Semarang serta mengetahui hambatan yang dihadapi
PPATS dalam pembuatan akta dan penyelesaiannya di Kabupaten Semarang.

Metode pendekatan yang akan digunakan penulis adalah metode yuridis
empiris. Spesifikasi penelitian dalam penyususnan penulisan hukum ini adalah
penelitian deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data primer yag
diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui
studi kepustakaan. Metode pengolahan data dipergunakan metode deskriptif -
kualitatif serta analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil pembahasan dari penulisan hukum ini adalah Camat selaku PPATS di
Kabupaten Semarang belum berperannya sebagai mitra Badan Pertanahan,
berdasarkan Peraturan Kepala BPN No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan
Pelaksana Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan
PPAT dan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PPATS belum
bertanggung jawab atas jabatan yang dijabatnya, dalam hal pembuatan akta,
stempel, papan nama dan laporan bulanan ke Badan Pertanahan. Hambatan
PPATS dalam pembuatan akta, pertama KTP pelepas tidak sama dengan
sertifikatnya dan tidak ada keterangan Kepala Desa, penyelesaiannya dengan
mengembalikan/menolak permohonan. Kedua, Tanah waris tidak ada tanda
tangan dari ahli waris karena untuk tanah waris harus adanya tanda tangan dari
ahli waris, penyelesaiannya harus ada tanda tangan dari salah satunya.

Kesimpulan dari penulisan hukum ini berdasarkan sample Kecamatan

Bandungan, Pringapus dan Tuntang, belum menjalankan perannya sebagai mitra
Badan Pertanahan dalam  penyelenggaraan pendaftaran tanah, berdasarkan
Peraturan Kepala BPN No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksana PP No
37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT dan PP No 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah,PPATS belum menyampaikan akta dan laporan
bulanan ke Badan Pertanahan. PPATS belum bertanggung jawab atas jabatannya,
dalam pembuatan akta, stempel, papan nama. Hambatan yang dihadapi PPATS di
Kabupaten Semarang dalam pembuatan akta dan penyelesaianya adalah KTP
pelepas tidak sama dengan sertifikatnya dan tanah waris tidak ada tanda tangan
dari ahli waris karena untuk tanah waris harus adanya tanda tangan dari ahli waris.
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